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ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN REFORMASI PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN DI PROVINSI NUSANTARA RAYA

1. Analisis Struktur Pengeluaran Pendidikan
Berdasarkan data yang tersedia, Provinsi Nusantara Raya mengalokasikan 22%

APBD untuk sektor pendidikan. Secara nominal, angka tersebut sudah memenuhi amanat
konstitusi yang mengharuskan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap sektor
pendidikan. Namun, jika dilihat dari komposisi penggunaannya, struktur belanja
pendidikan masih belum efisien.
Sebanyak 68% anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Persentase ini sangat
besar sehingga ruang fiskal untuk program peningkatan mutu pendidikan menjadi
terbatas. Meskipun kesejahteraan guru penting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa skor
literasi dan numerasi siswa masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini
menunjukkan bahwa besarnya anggaran untuk gaji belum berbanding lurus dengan
peningkatan kualitas pembelajaran.
Selain itu, hanya 8% anggaran yang dialokasikan untuk bantuan siswa berupa beasiswa
dan subsidi pendidikan. Angka ini relatif kecil mengingat masih terdapat kesenjangan
akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur digital yang
terbatas juga menunjukkan bahwa alokasi 12% untuk infrastruktur belum mampu
menjawab kebutuhan pendidikan abad ke-21.
Permasalahan lain adalah distribusi guru yang tidak merata. Banyak sekolah di kota
mengalami kelebihan guru, sementara sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan
guru. Kondisi ini menyebabkan pemborosan anggaran karena distribusi sumber daya
manusia tidak sesuai kebutuhan.

Realokasi Anggaran yang Disarankan

Komponen Kondisi Saat Ini Usulan Reformasi
Gaji dan Tunjangan Guru 68% 60%

Infrastruktur Fisik 12% 10%

Bantuan Siswa 8% 12%

Peningkatan Kompetensi Guru 0% (belum spesifik) 8%

Digitalisasi Pendidikan 0% (belum spesifik) 7%

Administrasi dan Lainnya 12% 3%

Melalui realokasi tersebut, anggaran tidak hanya berfokus pada belanja rutin, tetapi juga
pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan.



2. Analisis Sumber Pembiayaan Pendidikan
Saat ini pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih sangat bergantung pada APBD.
Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pemerintah daerah dapat menimbulkan risiko
apabila terjadi penurunan pendapatan daerah atau perubahan prioritas Pembangunan.
Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan agar pembangunan
pendidikan lebih berkelanjutan.

a. Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership)

Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perusahaan melalui program CSR untuk
mendukung pembangunan laboratorium komputer, penyediaan jaringan internet sekolah,
perpustakaan digital, serta pelatihan guru.

Keuntungan model ini adalah pemerintah tidak harus menanggung seluruh biaya investasi
pendidikan sendiri.

b. Dana Abadi Pendidikan Daerah

Pemerintah daerah dapat membentuk Dana Abadi Pendidikan yang dikelola secara
profesional. Hasil pengelolaan dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai program
beasiswa, bantuan siswa kurang mampu, dan peningkatan mutu sekolah.

c. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Dunia Industri

Perguruan tinggi dapat membantu pelatihan guru dan pengembangan kurikulum. Dunia
industri dapat membantu penyediaan peralatan teknologi dan pelatihan keterampilan bagi
siswa.

d. Hibah dan Bantuan Internasional

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan kerja sama dengan organisasi internasional
dalam bidang pendidikan digital, pelatihan guru, dan penguatan sistem evaluasi
pendidikan.

Dengan adanya berbagai sumber pembiayaan tersebut, pendidikan tidak hanya
bergantung pada APBD tetapi memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

3. Perbandingan dengan Praktik Negara OECD
Negara-negara OECD dikenal memiliki sistem pembiayaan pendidikan yang lebih efektif
dan berorientasi pada hasil belajar siswa.

a. Performance-Based Budgeting

Di banyak negara OECD, anggaran pendidikan diberikan berdasarkan capaian kinerja.
Sekolah yang menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran memperoleh insentif
tambahan.

Praktik ini dapat diterapkan di Nusantara Raya dengan memberikan penghargaan kepada
sekolah yang berhasil meningkatkan hasil literasi, numerasi, dan tingkat kelulusan.



b. Student-Based Funding
Pendanaan diberikan berdasarkan kebutuhan siswa, bukan sekadar jumlah sekolah.

Sekolah yang berada di daerah terpencil, daerah miskin, atau memiliki siswa
berkebutuhan khusus memperoleh alokasi dana lebih besar dibandingkan sekolah yang
berada di wilayah maju.

c. Penguatan Kompetensi Guru

Negara OECD menempatkan guru sebagai faktor utama peningkatan mutu pendidikan.
Oleh karena itu, pelatihan guru dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan.

Nusantara Raya dapat mengadopsi model ini dengan memperbanyak pelatihan terkait
literasi, numerasi, teknologi digital, dan pembelajaran aktif.

d. Data-Driven Decision Making
Kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan data yang akurat dan diperbarui secara berkala.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi pendidikan yang mampu
memantau:

e Distribusi guru.
e Hasil belajar siswa.
e Kondisi sarana dan prasarana.
e Tingkat kehadiran siswa dan guru.
¢ Kinerja sekolah.
Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain:

Keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil.

Kualitas data pendidikan yang belum seragam.

Kemampuan manajemen sekolah yang berbeda-beda.

Resistensi terhadap perubahan sistem penganggaran.

Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan teknologi pendidikan.
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4. Proposal Reformasi Pembiayaan Pendidikan Lima Tahun
Tahun Pertama: Pemetaan dan Penataan Sistem
Kegiatan utama:

e Audit penggunaan anggaran pendidikan.

e Pemetaan distribusi guru.

e Pemetaan kondisi sekolah dan akses internet.
e Penyusunan basis data pendidikan terpadu.



Target:
e Tersedianya data pendidikan yang lengkap dan akurat.
e Identifikasi sekolah prioritas.
Tahun Kedua: Pemerataan Guru dan Penguatan Kompetensi
Kegiatan utama:

e Redistribusi guru dari daerah surplus ke daerah kekurangan.
e Pelatihan guru bidang literasi dan numerasi.
e Pemberian insentif khusus bagi guru di daerah terpencil.

Target:
e Ketimpangan distribusi guru menurun.
e Peningkatan kompetensi guru.
Tahun Ketiga: Percepatan Digitalisasi Sekolah
Kegiatan utama:

e Pemasangan internet di sekolah.
e Pengadaan perangkat komputer dan proyektor.
e Pengembangan platform pembelajaran digital.

Target:

e Minimal 70% sekolah memiliki akses internet.

e Guru mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran.
Tahun Keempat: Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja
Kegiatan utama:

e Menetapkan indikator kinerja sekolah.
e Memberikan insentif bagi sekolah berprestasi.
e Menyalurkan anggaran berdasarkan kebutuhan siswa.

Target:

e Penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.

Tahun Kelima: Evaluasi dan Penguatan Sistem
Kegiatan utama:

¢ Evaluasi menyeluruh reformasi pendidikan.



e Penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.
e Penguatan keberlanjutan program.

Target:

e Skor literasi dan numerasi meningkat di atas rata-rata nasional.
e Kesenjangan kualitas pendidikan kota dan desa berkurang signifikan.
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan setiap semester dengan indikator:

Peningkatan skor literasi dan numerasi siswa.

Rasio guru terhadap siswa di setiap wilayah.

Persentase sekolah yang memiliki akses internet.

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan.

Persentase penggunaan anggaran sesuai target.

Tingkat partisipasi dan kelulusan siswa.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan.
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